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Kata Pengantar

Dalara rangka pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi.‘ dan
Informasi Hukum (JDIH), Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertenian  menghimpun informasi  peraturan perundang-undangan
bidang pertanian dalam bentuk katalog, lembar lepas dan abstraksi

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanian.

Himpunan Informasi dimaksud bertujuan Qntuk ‘n'ﬁeningkatkan
penyebarluasan peraturan perundang-undangan oleh Biro' Hukum
sebagai unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian

Pertanian kepada unit kerja Eselon | sebagai sub unit jaringan

dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian

Pertanian.

Harapan kami informasi peraturan perundang-undangan ini dapat

ber:nanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

PLH.kepada Biro Hukum

(hé-

Dwi Pudi Astuti, SH.,M.M
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Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/PK.230/5/2016

tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras.

Lembar Lepas Peraturan Menteri Pertanian Nomor
26/ermentan/PK.230/5/2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan

Pengawasan Ayam Ras.
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KATALOG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
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Indonesia, Kementerian Pertanian

(Peraturan Perundang-undangan)
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/PK.230/5/2016

Tanggal 3 Juni 2016, tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan

Ayam Ras - Jakarta, 2016
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2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/PK.230/5/2016

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYEDIAAN, PEREDARAN,
DAN PENGAWASAN AYAM RAS

ABSTRAK ;=

Bahwa pengembangan komoditas ayam ras mengalami

peningkatan yang signifikan dalam pemenuhan kebutuhan
protein hewani dalam negeri, maka perlu menetapkan
Peraturan tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan

Ayam Ras.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina

Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang

Karantina Hewan,

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pemberdayaan Peternak;
Peraturan Menteri Pertanian Nonior

19/Permentan/0OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu
Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
42 /Permentan/OT.140/3/2014 tentang  Pengawasan

Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak.

- Dalam Peraturan ini diatur mengenai :

1.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjamin
keseimbangan produksi dan kebutuhan DOC, baik
petenak Ayam Ras mandiri, bermitra, maupun budidaya
terintegrasi:

Peraturan Menteri ini bertuyjuan untuk melindungi

peternak Ayam Ras pedaging dan petelur dari persaingan



usaha tidak sehat, dan mewujudkan kondisi usaha yang

kondusif dan sinergi;
3. Ruang lingkup Pedoman ini meliputi penyediaan,

peredaran, pelaporan, dan pengawasan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juni 2016.



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 /Permentan/PK.230/5/2016

TENTANG

PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pengembangan komoditas ayam ras mengalami
peningkatan yang signifikan dalam pemecnuhan
kebutuhan protein hewani dalam negeri;

bahwa untuk mempertahankan kondisi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diperlukan dukungan iklim
usaha yang kondusif dan sinergi;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Petanian tentang

Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3482);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Necgara
Republik Indonesia Nomor 3817);



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5433);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentaag
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang
Karantina Hewan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daecrah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang
Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5260);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang
Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2013 Nomor 115);

Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang
Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/
OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit
Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 328;



19.

20.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/
OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan
Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Nega:a
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentar./
OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM
RAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Ayam Ras adalah ayam hasil persilangan dari
beberapa bangsa ayam di dunia yang memilili
keunggulan tertentu.

Ayam Ras Bibit adalah Ayam Ras yang mempunyai
sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi
persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan.

Great Grand Parent Stock yang selanjutnya disingkat
GGPS adalah bibit buyut dengan spesifikasi tertentu
untuk menghasilkan bibit nenek (Grand Parent Stock.
Grand Parent Stock yang selanjutnya disingkat GFS
adalah bibit nenek dengan spesifikasi tertentu untuk
menghasilkan bibit induk (Parent Stock).

Parent Stock, yang selanjutnya disingkat PS adalah
bibit induk dengan spesifikasi tertentu untuk

menghasilkan Final Stock.



10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17,

Final Stock yang selanjutnya disingkat FS adalah
Ayam Ras yang dipelihara untuk menghasilkan ayam
daging atau telur untuk konsumsi.

Day Old Chick yang selanjutnya disingkat DOC adalah
anak ayam berumur sehari.

Telur Tetas (Hatching Egg) adalah telur hasil produksi
GGPS, GPS, dan PS yang telah dibuahi untuk
ditetaskan.

Telur Infertil adalah telur hasil produksi GGPS, GPS,
dan PSyang tidak dibuahi.

Telur Konsumsi yang selanjutnya disebut Telur adalah
telur hasil produksi Ayam Ras petelur (layer) bukan
telur tetas atau telur infertil.

Karkas ayam adalah bagian tubuh ayam seleclah
dilakukan  penyembelihan secara halal, telah
dilakukan pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan,
tanpa kepala, leher, kaki, paru-paru, dan ginjal.
Pemasukan adalah kegiatan memasukkan benih
dan/atau Ayam Ras Bibit dari luar negeri ke dalam
wilayah Negara Republik Indonesia.

Produksi adalah serangkaian kegiatan untuk
menghasilkan benih, bibit, dan/atau bukan bibit.
Peredaran adalah serangkaian kegiatan untuk
memindahtangankan benih, bibit, dan/atau bukan
bibit dalam rangka komersial.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara
Republik Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan
usaha peternakan Ayam Ras.

Usaha  Peternakan Ayam Ras adalah usaha
pembibitan dan/atau budidaya Ayam Ras.

Pembibit adalah Pelaku Usaha Ayam Ras yang

melakukan wusaha pembibitan Ayam Ras untuk

menghasilkan benih, bibit, dan/atau bukan bibit.



18.

19,

20.

21.

24.

(2)

Peternak Pembudidaya adalah peternak yang
melakukan budidaya Ayam Ras untuk menghasilkan
ayam pedaging atau telur konsumsi.

Peternak Ayam Ras Bermitra adalah peternak yang
melakukan usaha budidaya Ayam Ras bekerjasama
dengan perusahaan inti, atas dasar saling
memerlukan, mempercayai, memperkuat usaha, dan
saling menguntungkan dalam melakukan usaha di
bidang peternakan.

Peternak Ayam Ras Mandiri yang selanjutnya disetuat
Peternak Mandiri adalah Pelaku Usaha Ayam Ras
yang melakukan usaha budidaya Ayam Ras, tidak
memiliki pabrik pakan, usaha pembibitan Ayam Ras,
dan/atau pabrik obat-obatan ternak.

Peternak Ayam Ras Terintegrasi yang selanjutnya
disebut budidaya terintegrasi adalah Pelaku Usara
Ayam Ras yang melakukan usaha budidaya beralfiliasi
dengan industri hulu (pabrik pakan, dan pembibitan).
Kemitraan adalah kerja sama antara Pelaku Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Pelaku Usaha
Besar dalam keterkaitan usaha, baik langsung
maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling
memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan
menguntungkan dalam melakukan usaha di bidang

peternakan.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjamin
keseimbangan produksi dan kebutuhan DOC, baik
peternak Ayam Ras mandiri, bermitra, maupucn

budidaya terintegrasi.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melindungi
peternak Ayam Ras pedaging dan petelur dari
persaingan usaha tidak sehat, dan mewujudkan

kondisi usaha yang kondusif dan sinergi.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi

penyediaan, peredaran, pelaporan, dan pengawasan.



BAB II
PENYEDIAAN

Bagian Kesatu

Umum
" Pasal 4
Ayam Ras terdiri atas:
a. bibit; dan
b. bukan bibit.
Pasal 5

Ayam Ras Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a terdiri atas:

a. bibit buyut (Great Grand Parent Stock/ GGPS);

b. bibit nenek (Grand Parent Stock/GPS); dan

c. bibit induk (Parent Stock/PS).

Ayam Ras bukan bibit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b terdiri atas pedaging dan petelur.
Ayam Ras bukan bibit sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) yaitu FS.

Pasal 6

Penyediaan Ayam Ras sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 dapat dilakukan melalui:

a.

produksi dalam negeri; dan/atau

b. pemasukan dari luar negeri.

(1)

Bagian Kedua

Produksi Dalam Negeri

Pasal 7
Produksi Ayam Ras dalam negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
a. benih;
b. Dbibit; atau
c. bukan bibit.



(2)

(1)

(2)

Produksi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa telur tertunas (ferti) GPS dan PS.
Produksi bibit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b
berupa Kuri (DOC) GPS dan PS.

Produksi bukan bibit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ berupa Kuri (DOC) FS.

Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh Pembibit.

Pasal 8
Dalam melakukan produksi benih, bibit, dan/atau
bukan bibit, Pembibit wajib menjaga keseimbangan
suplai dan deman.
Keseimbangan suplai dan deman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), memperhatikan jumlah:
a. GGPS sebelum masa afkir;
b. GPS sebelum masa afkir;
c. PS sebelum masa afkir; dan
d. telur tetas pada mesin tetas.
Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didasarkan pada produksi dan kebutuhan pembikit

dan peternak pembudidaya secara nasional.

Pasal 9

Perhitungan keseimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan oleh Tim Analisa
Produksi dan Kebutuhan Benih, Bibit, dan/atau
Bukan Bibit.

Tim Analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibentuk oleh Direktur Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk
Keputusan Menteri.

Keanggotaan Tim Analisa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah,
Akademisi, Pakar, Pembibit dan Peternak

pembudidaya.



Bagian Ketiga

Pemasukan Dari Luar Negeri

Pasal 10

Penyediaan benih dan/atau bibit Ayam Ras melalui

pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf b dilakukan hanya untuk:

a.

(4)

mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit Ayam
Ras di dalam negeri;

meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
mengembangkan ilmu  pengetahuan  dan/atau
teknologi;

memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.

Pasal 11
Benih dan/atau bibit yang dimasukkan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dapat berupa GGPS, GPS,
atau PS.
Jumlah benih dan/atau bibit yang dimasukkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan perkiraan kebutuhan karkas ayam dan
telur konsumsi.
Perhitungan perkiraan kebutuhan karkas ayam dan
telur konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Tim Analisa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2).
Pemasukan benih dan/atau bibit Ayam Ras
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(1)

- 10 -

BAB III
PEREDARAN

Pasal 12
Benih, bibit, dan/atau bukan bibit Ayam Ras dapat
diedarkan oleh Pelaku Usaha.
Peredaran benih, bibit, dan/atau bukan bibit Ayam
Ras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa GPS,
PS, dan FS.
Peredaran PS dan FS sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
Peredaran FS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan/atau telur konsumsi di daerah penerima
dilakukan sesuai dengan daya serap karkas dan telur
konsumsi daerah yang bersangkutan.
Peredaran DOC FS diprioritaskan pada peternak
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengrn
porsi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan

rekomendasi Tim Analisa.

Pasal 13
Produksi benih, bibit, dan/atau bukan bibit untuk
keperluan sendiri, dilakukan dengan persyaratan
harus mengembangkan sektor hilir dan diutamakan
untuk ekspor.
Sektor hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain rumah potong unggas, blast frezeer, dan
cold storage.
Produksi benih, bibit, dan/atau bukan bibit yang
diedarkan untuk keperluan umum, dilakukan dengan
persyaratan:
a. pembibit PS harus memastikan kebutuhan DOC
PS 1 (satu) tahun ke depan kepada pembibit GPS;
b. peternak pembudidaya FS harus memastikan
kebutuhan DOC FS minimal 6 (enam) bulan ke

depan kepada pembibit PS;



(1)

(2)

- 11 -

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai
perjanjian antara:

a. pembibit PS dengan pembibit GPS; dan

b. peternak pembudidaya FS dengan pembibit PS.

Pasal 14
Dalam hal produksi benih, bibit, dan/atau bukan
bibit Ayam Ras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
telah mencukupi kebutuhan dalam negeri dapat
diedarkan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
Ketentuan lebih lanjut pengenai pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 15

Dalam pengaturan keseimbangan suplai dan deman DOC

FS mempertimbangkan kestabilan harga.

(1)

(3)

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 16

Pembibit dalam melakukan produksi, pemasukan, dan
peredaran benih, bibit, dan/atau bukan bibit Ayam
Ras wajib melaporkan jumlah, jenis, tempat produksi
dan peredaran kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan minimal 1 (satu) bulan seckali setclah
kegiatan produksi, pemasukan dan peredaran benih,
bibit, dan/atau bukan bibit Ayam Ras.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

menggunakan sistem teknologi informasi.



(1)
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BAB V
PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan produksi, pemasukan dan peredaran
benih, bibit, dan/atau bukan bibit Ayam Ras
dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota
sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam  pelaksanaanya dilakukan oleh pejabat
fungsional pengawas bibit ternak.

Pejabat fungsional pengawas bibit ternak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pengawas bibit

ternak pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 19

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12 ayat (3) , Pasal 13,
atau Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan secara tertulis;

b. penghentian sementara dari kegiatan produksi,

pemasukan, dan peredaran; dan/atau

c. pencabutan izin usaha.

Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c berdasarkan rekomendasi dari Menteri

kepada pemberi izin usaha.



- 1% =

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
- pada tanggal 20 Mei 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pads tanggal 3 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 785
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Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu
sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan
dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu,

dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian

pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.
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Biro Hukum - Sekretariat Jenderal
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